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ABSTRAK 

       Studi ini bertujuan untuk mengkaji reformasi birokrasi yang terjadi pada 

Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisa dalam studi ini 

menggunakan teori patrimonialisme untuk menganlisa studi kasus terkait 

reformasi birokrasi di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

disebabkan oleh adanya implikasi budaya politik Keraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat.  

       Metode yang digunakan dalam pembahasan ini sebagai upaya ilmiah untuk 

membahas reformasi birokrasi yang terjadi pada Pemerintahan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagai implikasi budaya politik keraton. Dengan membahas secara 

bertahap dimulai dari perkembangan budaya politik keraton, road map reformasi 

birokrasi, dan faktor pendukung serta faktor penghambat reformasi birokrasi. 

       Hasil studi ini menunjukan bahwasannya reformasi birokrasi yang terjadi 

pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta disebabkan oleh; Pertama, 

perkembangn budaya politik keraton dengan adanya budaya-budaya 

patrimonialisme dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

dibangun melalui simbolisasi dan nilai-nilai Jawa/tradisonal yang merupakan 

karakter Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Paku Alaman 

dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, hal tersebut sebagai upaya 

agar para birokrat mampu menjiwai nilai-nilai Jawa/tradisional yang sangat 

identik dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Paku 

Alaman. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di tengah arus demokrasi semakin 

memperlihatkan eksistensinya dengan sistem rekrutmen birokratisasi abdi dalem 

yang dilakukan oleh Keraton Ngayogyakrat Hadiningrat, sehingga ada dua jenis 

birokrasi yakni birokrasi abdi dalem punakawan dan keprajan. Abdi dalem 

punakawan adalah mereka yang berasal dari masyarakat biasa, sedangkan abdi 

dalem keprajan adalah mereka yang berasal dari Polri, TNI, Birokrat Pemerintah, 

atau siapapun yang bukan tergolong sebagai masyarakat biasa. Hal tersebut 

menciptakan sistem birokrasi campuran anatar tradisional dan modern. Selain 

melestarikan budaya seni tari, wayang, perekrutan selebar-lebarnya untuk menjadi 

abdi dalem ini merupakan budaya politik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat 

sebagai upaya dalam melestarikan budaya Keraton Ngayogyakrta Hadiningrat. 

Kedua, reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi 

karena adanya momentum Keistimewaan. Refromasi birokrasi yang terjadi di 

tahun 2012 bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disahkannya Undang-

Undang Keistimewaan tersebut kesempatan emas bagi Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta untuk melakukan penataan dan mekanisme tata kerja 
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pemerintahan berbasis keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga, 

disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kasultanan serta Kadipaten yang merupakan 

ruh dari makna Keistimewaan yang juga mempunyai pengaruh bagi 

perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan faktor pendukung 

internal dan eksternal dalam refromasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Belum efektifnya beberapa organisasi Pemerintahan Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan urusana pemerintahan dan produk 

hukum yang masih belum disahkan menjadi faktor penghambat internal dan 

eksternal dalam reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Budaya Politik Keraton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




